
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN
DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 171.1/Kep. 08-DPRD/2016

TENTANG

PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

SESUAI HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Pasal 77
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pada tanggal 5
September 2016 telah dilaksanakan Rapat Badan
Anggaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 Hasil Evaluasi Gubernur Jawa
Barat;

b. bahwa hasil pembahasan terhadap Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu
penetapan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam bentuk
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5949 ) ;

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rayat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533)

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 695);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) ;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun
2005 tentang Tata Cara penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan Musrenbang
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2005 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);
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36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun
2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan
Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 12);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun
2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013
Nomor 16);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2015 Nomor 8).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta
tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 sesuai hasil
evaluasi Gubernur Jawa Barat;

KEDUA : Substansi materi Keputusan Pimpinan DPRD tersebut
pada Diktum PERTAMA di atas tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

KETIGA : Mempersilahkan kepada saudara Bupati untuk
menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
Anggaran 2015 dengan mengakomodir Lampiran
Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 September 2016

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P

TEMBUSAN :
1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta.

ttd ttd ttd

ttd
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.
NOMOR : 171.1/Kep. 08-DPRD/2016
TANGGAL : 5 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tindak lanjut atas penyempurnaan
hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat atas Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 );

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5949 ) ;

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rayat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5351);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533)

26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
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Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 695);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680) ;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun
2005 tentang Tata Cara penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 11);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun
2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013
Nomor 1);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2016 Nomor 4);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan
dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2008 Nomor 12);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2009;

42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong
Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2013 Nomor 16);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Purwakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2015 Nomor 8).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2015

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan ………
b. Belanja dan Transfer
Defisit……………….
c. Pembiayaan ………

1. Penerimaan …….
2. Pengeluaran ……

Surplus ...............

Rp1.759.356.611.741,00
Rp1.803.281.187.378,00
Rp (43.924.575.637,00)

Rp 60.656.224.876,00
Rp 3.831.551.125,00
Rp 56.824.673.751,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp (362.721.443.172,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah
perubahan

2. Realisasi Selisih kurang

Rp 2.122.078.054.913,00

Rp 1.759.356.611.741,00
Rp (362.721.443.172,00)
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b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan Transfer
sejumlah Rp (331.953.092.411,00) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran belanja setelah
perubahan

2.Realisasi Selisih kurang

Rp 2.135.234.279.789,00

Rp 1.803.281.187.378,00
Rp (331.953.092.411,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah
Rp (30.768.350.761,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/Defisit setelah
perubahan

2. Realisasi Selisih kurang

Rp (13.156.224.876,00)

Rp (43.924.575.637,00)
Rp (30.768.350.761,00)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

1.Anggaran penerimaan
pembiayaan setelah perubahan

2.Realisasi Selisih lebih

Rp 60.656.224.876,00

Rp 60.656.224.876,00
Rp 88 .10.000,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp (43.668.448.875,00) dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran pengeluaran
pembiayaan setelah perubahan

2. Realisasi
Selisih kurang

Rp 47.500.000.000,00

Rp 3.831.551.125,00
Rp (43.668.448.875,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp 43.668.448.875,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto
setelah perubahan

2. Realisasi
Selisih lebih

Rp 13.156.224.876,00

Rp. 56.824.673.751,00
Rp. 43.668.448.875,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b
per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
c. Jumlah Ekuitas dana

Rp 1.971.230.968.666,94
Rp 103.192.671.703,68
Rp 1.868.038.296.963,26

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari
Tahun 2015

b. Arus kas bersih dari aktivitas
operasi

c. Arus kas bersih dari aktivitas
investasi aset non keuangan

Rp 64.748.441.661,00

Rp 313.837.947.237,00

Rp (357.762.522.874,00)
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d. Arus kas bersih dari aktivitas
pembiayaan

e. Arus kas bersih dari aktivitas non
anggaran

f. Saldo kas akhir per 31 Desember
Tahun 2015

Rp (3.831.551.125,00)

Rp (4.077.277.842,00)

Rp 12.915.037.057,00

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Jumlah Pendapatan
b. Jumlah Beban
c. Surplus/Defisit dari Operasi
d. Defisit dari kegiatan non

operasional
e. Beban Luar Biasa
f. Suplus/Defisit LO

Rp 1.892.940.185.085,34
Rp 1.709.590.071.254,16
Rp 183.350.113.831,18
Rp (1.647.705.708,00)

Rp 15.142.200,00
Rp 181.687.265.923,18

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2015
sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SAL sebagai

Penerimaan Pembiayaan
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA 2015)
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Rp 60.656.224.876,00
Rp 60.656.224.876,00

Rp 12.900.098.114,00

Rp 12.900.098.114,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut :
a. Ekuitas Awal
b. Surplus/Defisit LO
c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
1. Koreksi Nilai Persediaan
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
3. Lain-lain
d. Ekuitas Akhir

Rp2.232.386.242.281,41
Rp 181.687.265.923,18

Rp 86.319.841,00
Rp 0,00
Rp (546.121.531.082,33)
Rp 1.868.038.296.963,26

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
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Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4

Lampiran I.5

:

:

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per
Jabatan;

Lampiran I.6 : Daftar piutang Daerah;

Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya (DPA-L);

Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan

Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi
daerah;

Lampiran II : Neraca;

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

:

:

:

:

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

:

:

:

Catatan atas Laporan Keuangan;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah; dan

Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
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Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:
a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran IX peraturan daerah ini.
b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan

daerah tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta.
pada tanggal 05 September 2016

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,

SARIF HIDAYAT

WAKIL KETUA WAKIL KETUA WAKIL KETUA

WARSENO SRI PUJI UTAMI HJ. NENG SUPARTINI P
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